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ABSTRAK

Anggun Savitri (1207114/2012). Pengaruh Kualitas DIPA, Sumber Daya
Manusia, Partisipative Budgeting, dan Pengawasan Internal terhadap
Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi Empiris pada SKPD Kota Payakumbuh)

Pembimbing . 1. Fefri Indra Arza, SE, M.Sc. Ak
2. Salma Tagwa, SE, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kualitas DIPA, sumber
daya manusia, partisipative budgeting, dan pengawasan internal terhadap tingkat
penyerapan anggaran. Populasi dalam penédlitian ini adalah selurun SKPD yang
ada pada Kota Payakumbuh yaitu sebanyak 30 SKPD. Sampel dalam penelitian
ini menggunakan teknik pengambilan sampel total sampling. Analisis dilakukan
dengan menggunakan model regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa kualitas DIPA berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat penyerapan
anggaran (sig 0,000). Sumber daya manusia, partisipative budgeting dan
pengawasan interna tidak berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran .

Kata Kunci : Kualitas DIPA, Sumber Daya Manusia, Partisipative Budgeting,
dan Pengawasan Internal.

Abstract

This study examine the effect of DIPA quality, human resources,
partisipative budgeting and internal controls of the budget absorption level. The
population in this study are all SKPD in Payakumbuh as many as 30 SKPD. The
sample in this study using a sampling technique total sampling. Analyses were
performed using multiple regression models. These results indicate that the
quality of DIPA positive significant effect on the rate of absorption (sig 0.000).
Human resources, partisipative budgeting and internal controls no effect on the
absorption rate of the budget.

Keyword : DIPA Quality, Human Resources, Partisipative Budgeting, and
Internal Controls, Budget Absorption Level.
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BAB |
PENDAHUL UAN
A. Latar Belakang
Di Indonesia, keberadaan SKPD sudah menjadi suatu hal yang harus ada
di setiap daerah. Kenyataan ini membuat setiap SKPD harus melaporkan dan
mempertanggungjawabkan kinerjanya baik kepada pemerintah pusat maupun
kepada masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang bisa diberikan
oleh SKPD adalah dengan menygjikan laporan realisasi anggaran. Dimana
realisasi anggaran akan menggambarkan bagaimana tingkat penyerapan anggaran.
Pada saat ini, istilah anggaran atau penganggaran (budgeting) sudah tidak

asing lagi bagi organisasi, termasuk organisasi sektor publik. Anggaran
merupakan pernyataan mengena estimasi kinerja yang hendak dicapai selama
periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansia (Mardiasmo,
2009). Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas
pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari
uang publik (Mardiasmo, 2009). Penggangaran dalam sektor publik harus
memperhatikan keefektifan, efisensi dan nilai ekonomis sehingga perencanaan
anggaran yang sudah disusun pada akhirnya akan terlaksana dengan semestinya.
Menurut Mardiasmo (2009) terdapat beberapa alasan pentingnya anggaran sektor
publik yaitu:

(8 Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan

pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan

meningkatkan kualitas hidup masyarakat, (b) Anggaran diperlukan

karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (scarcity of

resources), pilihan (choise) dan trade offs. (c) Anggaran diperlukan

untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab
terhadap rakyat.

1



Dalam organisasi sektor publik, anggaran mencakup rencana-rencana tentang
berapa banyak biaya atas perencanaan yang dibuat serta bagaimana cara
memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Dalam pel aksanaan anggaran
belanja, pemerintah RI selau dihadapkan pada satu masalah yang selalu terjadi
yaitu permasalahan dalam tingkat penyerapan anggaran. Pada organisas
pemerintah, tingkat penyerapan anggaran dapat dijadikan sebagai salah satu
indikator pengukuran kinerja. Laporan redlisasi anggaran memuat informasi
mengenai kecepatan, ketepatan dan kualitas penggunaan anggaran. Anggaran
yang tidak terserap secara keseluruhan/menumpuk diakhir tahun mengindikasikan
adanyatarget yang tidak tercapai.

Penyerapan anggaran adalah sebuah tolak ukur untuk menila
sejauhmana anggaran yang disusun sebelumnya sudah terealisasi. Permasalahan
tingkat penyerapan anggaran saat ini adalah serapan anggaran satuan kerja yang
cenderung rendah di awa tahun dan menumpuk diakhir tahun anggaran. Ini
merupakan pola penyerapan anggaran yang kurang baik dilihat dari sis
perencanaan maupun mangemen kas. Selain itu tidak sesuai dengan harapan
pemerintah bahwa proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran
seharusnya dapat berlangsung tepat waktu, lebih merata dan memberikan multi-
plier effect yang besar kepada kegiatan perekonomian (Muhrom dan Lilik, 2015).

Paling tidak ada dua macam sudut pandang tentang penyerapan
anggaran. Sudut pandang pertama adalah membandingkan anggaran dengan

realisasinya secara sederhana. Sudut pandang kedua adalah proporsionalitas



persentase penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran cenderung menumpuk di
akhir tahun (Y unart, 2011).

Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi tingkat penyerapan
anggaran daerah. Faktor pertama adalah Kualitas Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA). DIPA merupakan hasil transformasi dari dokumen pelaksanaan
anggaran yang dibuat oleh Kementerian Negara/Lembaga (Ratih, 2013). Oleh
karena itu, kualitas DIPA berkaitan erat dengan perencanaan anggaran. Semakin
baik perencanaan anggaran yang dibuat oleh satker Kementerian Negara/Lembaga
maka semakin baik pula kualitas DIPA tersebut. Kualitas DIPA antara lain
ditunjukkan dengan dengan ketepatan waktu dalam menerima DIPA, tidak adanya
kesalahan dalam DIPA, tidak diperlukannya revis DIPA, tidak adanya tanda
bintang, dan lain-lain.

Perencanaan anggaran merupakan hal awal yang dilakukan sebelum
perealisasian angaran dan perhitungan anggaran. Jadi jika SKPD membuat
perencanaan yang baik, hal itu akan berimbas pada tingkat penyerapan anggaran
yang baik pula. Sehingga dengan perencanaan yang baik, akan menghasilkan
DIPA yang baik pula dan pada akhirnya akan memberikan dampak yang baik
kepadatingkat penyerapan anggaran.

Faktor kedua adalah sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
SDM vyang berkualitas dalam hal ini adaah SDM yang memiliki dasar atau
pengetahuan mengena akuntansi yang kemudian akan mampu memahami logika
akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah

daam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada



kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan
standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus
penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan
dari organisas tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen
organisas yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa
pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu
memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.
Kurangnya pemahaman terhadap pel aksaanaan anggaran bel anja barang/jasa dapat
mengakibatkan belum optimalnya penyerapan anggaran tersebut. Sumber daya
manusia merupakan faktor yang menyebabkan keterlambatan penyerapan
anggaran belanja (Herriyanto 2012). Pada penelitian Muhrom dan Lilik (2015)
hasil penelitian menunjukkan kapasitas SDM, pengembangan capaian sistem
pelaporan capaian kinerja, dan pelayanan adminitrasi yang berpengaruhterhadap
optimalisasi tingkat penyerapan anggaran rangka pencapaian kinerja organisasi.

Partisipative budgeting menjadi faktor ketiga yang mempengaruhi
tingkat penyerapan anggaran. Partisipasi adalah suatu proses pengambilan
keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut
akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya.
Partisipasi anggaran (partisipative budgeting) merupakan suatu proses yang
melibatkan individu-individu secara langsung di dalamnya dan mempunyai
pengaruh terhadap penyusunan tujuan anggaran (Brownell, 1982 dalam

Nurhayati, 2013). Pencapaian anggaran di Evaluasi dengan membandingkan



antara apa yang dianggarkan dengan apa yang dicapai. Anggaran yang disusun
tersebut harus jelas baik dari sasaran atau output yang akan dicapai (Santi, 2013).

Proses penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, mulai dari
mangjemen tingkat atas sampai manajemen tingkat bawah. Anggaran mempunyai
dampak langsung terhadap perilaku manusia (Siegel, 1989 dalam Enni, 2014),
terutama bagi orang yang langsung terlibat dalam penyusunan anggaran. Untuk
menghasilkan sebuah aggaran yang efektif, mangjer membutuhkan kemampuan
untuk memprediksi masa depan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor,
seperti faktor lingkungan, partisipasi dan gaya penyusunan.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran adalah
pengawasan internal. Pengawasan internal merupakan kebijakan dan prosedur
yang melindungi harta kepemilikkan daerah dari penyalahgunaan, memastikan
bahwa informasi usaha akurat, memastikan bahwa perundang-undangan dan
peraturan telah dipatuhi. Pengawasan sangat erat hubungannya dengan
perencanaan, dimana tanpa adanya perencanaan sebagai pedoman, maka
pengawasan akan sulit dilaksanakan dan begitu pula sebaliknya (Y usmalizar,
2014).

Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran perlu dilakukan untuk
memantau apakah pelaksanaannya tersebut telah berjalan sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan, serta berjalan efisien, efektif dan ekonomis. Proses
pengawasan diartikan sebaga proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin
agar pelaksanaan pemerintah daerah sesuai dengan rencana dan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku (Keppres No. 74 Tahun 2001). Pengawasan



internal yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lingkungan
internal departemen atau lembaga negara yang diawasi. Pengawasan interna
dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah (UU No 32tahun 2004). Dalam
tatanan organisasi pemerintahan Indonesia, pelaksanaan fungsi ini dilakukan oleh:
inspektorat jendral (Irjen), Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat
Wilayah Daerah Kabupaten (Itwildakab) dan Inspektorat Wilayah Daerah dan
Kota Madya (Itwildako). Pengawasan internal dalam lingkup SKPD dilakukan
oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan inspektorat
masing-masing Kementrian atau Lembaga K/L (Herriyanto, 2012).

Berdasarkan data yang ditemukan rata-rata tingkat penyerapan anggaran
dalam empat tahun terakhir dalam bentuk penyerapan anggaran dari Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) di Kota Payakumbuh pada Tabel 1 dibawah ini:

Tabe 1
Data Serapan Anggaran Pada SKPD di Kota Payakumbuh
Pertriwulan
Serapan Anggaran Rata-rata Target Serapan
No Serapan
Pertahun Anggaran
Anggaran
Triwulan 111 Tahun 0 0
1 Anggaran 2015 45,44% 5%
2 Tahun Anggaran 2015 93,19% 100%
3 Tahun Anggaran 2014 90,68% 100%
4 Triwulan 1l TA 2013 14% 50%
5 Triwulan IV TA 2013 89,34% 100%
6 Tahun Anggaran 2012 93,09% 100%

Sumber : http://www.payakumbuhkota.go.id



Pada Tabel 1 terlihat dalam empat tahun terakhir pada SKPD di Kota
Payakumbuh tingkat penyerapan anggaran masih kurang mencapai target yang
diinginkan. Adanya pola pengeluaran yang menunjukan tren yang relatif sama
setigp tahunnya, yaitu mulai meningkat pada pertengahan triwulan ketiga dan
puncaknya pada triwulan keempat, sementara pada triwulan-triwulan
sebelumnya, meningkat secara lambat dan hampir tidak mencapa target pada
awa tahun. Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi tanpa adanya output dan
outcome yang optimal akan menunjukkan kinerja yang kurang bak (yunart,
2011).

Kegagalan target penyerapan anggaran akan berakibat hilangnya manfaat
belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat
dimanfaatkan, yang artinya terjadi iddle money. Apabila pengal okasian anggaran
efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan
untuk mendanai kegiatan strategis. Sumber-sumber penerimaan negara yang
terbatas mengharuskan pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan
pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien. Ketika penyerapan anggaran
gagad memenuhi target, berarti telah terjadi inefisienss dan inefektivitas
pengal okasian anggaran (Muhrom dan Lilik, 2015).

Buruknya tingkat penyeragpan anggaran akan berdampak terhadap
perekonomian nasional secara keseluruhan. Pertama, tidak berjalannya fungsi
kebijakan fiskal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara efektif.
Kedua, hilangnya manfaat belanja karena dana yang telah dialokasikan ternyata

tidak semuanya dapat dimanfaatkan yang berarti terjadi idle money. Ketiga,



terlambatnya pelaksanaan program pemerintah terkait dengan penanggulangan
kemiskinan. Terakhir, penumpukan tagihan pada akhir tahun anggaran sangat
tidak sehat bagi managjemen kas pemerintah (Ratih, 2013).

Dalam rangka mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan
negara, sebuah negara diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas,
akuntabilitas, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara (Prasetyo,
2013). Untuk itu diperlukan proses penyerapan belanja negara yang dinamis dan
terjadwal guna mempercepat proses pembangunan dan memacu tingkat
pertumbuhan ekonomi (Prasetyo, 2013). Mengingat fungsi anggaran negara
sebagaimana tersebut daam UU No. 17/2003 adalah alat akuntabilitas,
mangjemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi,
anggaran negara yang mencakup penerimaan dan pengeluaran negara berfungsi
untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan
pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Tingkat penyerapan anggaran kota Payakumbuh yang pada triwulan |
sampai |11 jauh dari target yang ditetapkan sedangkan pada triwulan terakhir atau
triwlan IV tingkat penyerapan anggaran kota Payakumbuh hampir mencapal
target yang ditetapkan. Penyerapan anggaran yang baik pada akhir periode tidak
menjamin semua rencana yang disusun sudah terealisasi atau berjalan dengan
semestinya. Hal ini membuat pendliti tertarik untuk meneliti tentang tingkat

penyerapan anggaran pada kota Payakumbuh.



Berdasarkan uraian diatas peneliti  mengambil judul penelitian
“Pengaruh Kualitas DIPA, Partisipative Budgeting, Sumber Daya Manusia,
dan Pengawasan Internal terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka disusunlah perumusan

masal ah sebagai berikut.
1. Sgauhmana pengaruh kualitas DIPA terhadap tingkat penyerapan
anggaran?
2. Sgauhmana pengaruh partisipative budgeting terhadap tingkat
penyerapan anggaran?
3. Sgauhmana pengaruh sumber daya manusia terhadap tingkat
penyerapan anggaran?
4. Sgauhmana pengaruh pengawasan internal terhadap tingkat penyerapan
anggaran?
C. Tujuan pendlitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan
untuk menganalisa dan mengetahui secara empiris:
1. Pengaruh kualitas DIPA terhadap tingkat penyerapan anggaran
2. Pengaruh partisipative budgeting terhadap tingkat penyerapan
anggaran
3. Pengaruh sumber daya manusia terhadap tingkat penyerapan

anggaran
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4. Pengaruh pengawasan internal terhadap tingkat penyerapan

anggaran.
D. Manfaat pendlitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Bagi penditi,dapat memberikan pengetahuan tentang pengaruh
kualitas DIPA, partisipative budgeting, sumber daya manusia, dan
pengawasan internal terhadap tingkat penyerapan anggaran.

2. Bagi instansi Pemerintahan daerah Kota Payakumbuh, dapat
menjadi bahan pertimbangan dan bahan masukan untuk
meningkatkan kualitas DIPA, partisipative budgeting, sumber daya
manusia, dan pengawasan internal guna memperbaiki tingkat
penyerapan anggaran kota payakumbuh.

3. Bagi akademis, menambah sebuah bukti empiris dan ilmu
pengetahuan tentang kualitas DIPA, partisipative budgeting,
sumber daya manusia, dan pengawasan internal terhadap tingkat
penyerapan anggaran dan sebagai referensi untuk penelitian

selanjutnya.



BAB |1
KAJIAN TEORI, PENGEMBANGAN HIPOTESIS, HIPOTESIS, DAN
KERANGKA KONSEPTUAL

A. Kajian Teori
1. Theory Stakeholder

Pengertian stakeholder menurut Freeman dan Reed dalam Carlin,
2014 adalah sekelompok orang atau individu yang diidentifikasikan dapat
mempengaruhi dan dapat dipengaruhi oleh suatu tujuan pencapaian
tertentu. Para pemegang saham, para supplier, bank, para customer,
pemerintah dan komunitas memegang peranan penting dalam organisasi
(berperan sebagai stakeholder).

Pemerintahan merupakan bagian dari beberapa elemen yang
membentuk masyarakat dalam sistem sosia yang berlaku. Keadaan
tersebut kemudian menciptakan sebuah hubungan timbal balik antara
pemerintah dan para stakeholder yang berarti pemerintah harus
melaksanakan peranannya secara dua arah untuk memenuhi kebutuhan
pemerintahan sendiri maupun stakeholder lainnya dalam sebuah sistem
sosial. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dihasilkan dan dilakukan oleh
masing-masing bagian dari stakeholder akan saling mempengaruhi satu
dengan yang lainnya.

Sgalan dengan tujuan peningkatan kesgahteraan masyarakat
melalui kegiatan pemerintah sebagal stakeholder yang memiliki peran

penting dalam proses memajukan suatu daerah, pemerintah diharapkan

11
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mampu untuk melakukan upaya pembangunan secara maksimal.
Kemaguan suatu daerah dilihat dari bagaimana pemerintah sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi suatu daerah harus

mampu mengelola anggaran yang ada untuk kepentingan rakyat
didaerahnya. Kepentingan rakyat yang dimaksudkan disini adalah
bagaimana anggaran yang telah disahkan tersebut memang merupakan
representasi dari apa yang diinginkan oleh rakyat sehingga hasilnya akan
kembali kepada rakyat itu juga nantinya. Pelayanan, Strategi, dan Operasi
dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah
tersebut menjadi tanggung jawab bersama antar Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) sebagai stakeholder pemerintah daerah. Hal tersebut dapat
tercermin dalam proses penggunaan anggaran yang efektif dan efisien
sehingga tidak menyebabkan penyerapan realisasi yang rendah.

2. Tingkat Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran merupakan implikas dari pelaksanaan
program atau kegiatan yang telah direncanakan. Tahapan penyerapan
anggaran dapat dilaksanakan setelah peraturan perundangan (Undang-
Undang atau Peraturan Dagerah) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Daerah (APBN/D) disahkan oleh DPR/D. Selanjutnya sebagai
dasar hukum pelaksanaan anggaran, pemerintah/daerah menerbitkan
Keputusan Presiden/Keputusan Kepala Daerah tentang pedoman

pelaksanaan APBN/D (Purtanto, 2015).
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Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus
anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan
pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan
anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan
anggaran. Tahapan penyerapan anggaran ini dimulai ketika Undang-
Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan
oleh DPR. Dalam rangka terjadinya kesatuan pemahaman serta kesatuan
langkah dalam pelaksanaan, pemerintah sebagai pelaksana dari UU APBN
selanjutnya menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pedoman
pel aksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai dasar hukum
pelaksanaan APBN. Pada saat ini Keppres yang berlaku adalah Keppres
nomor 42 tahun 2002 (Carlin, 2014).

Menurut Mardiasmo (2009) anggaran adalah pernyataan mengenai
estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang
dinyatakan dalam ukuran finansial. Kinerja pimpinan publik akan dinilai
berdasarkan hasil pencapaian target anggaran. Penilaian kinerja dilakukan
dengan menganalisis perbedaan kinerja aktual dengan yang dianggarkan
(Mardiasmo 2009). Penyerapan anggaran khususnya belanja barang/jasa
dimaksudkan untuk penyediaan pelayanan publik dan sebagai stimulus
pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, setiap satuan kerja pemerintah
daerah harus dapat mengatur pengeluarannya agar berjalan lancar sesuai
perencanaan dan dapat mencapai sasaran pembangunan di daerahnya.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu komponen dalam penilaian
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kinerja, meski demikian penyerapan belanja tidak harus mencapai 100
persen (Purtanto, 2015).

Pada organisasi pemerintah, tingkat penyerapan anggaran dapat
dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja. Laporan realisasi anggaran
memuat informasi mengenai kecepatan, ketepatan dan kualitas
penggunaan anggaran. Anggaran yang tidak terserap secara keseluruhan /
menumpuk diakhir tahun mengindikasikan adanya target yang tidak
tercapal (Purtanto, 2015).

Tingkat penyergpan anggaran belanja pemerintah khususnya
pemerintah daerah yang rendah atau menumpuk diakhir tahun anggaran
dapat menghambat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Hal ini tentu
dapat menghambat pencapaian tujuan dari otonomi daerah yaitu,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing
daerah [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 2 ayat (3)].

Proses penyerapan APBN adalah proses dimana kegiatan-kegiatan
yang telah dirinci daam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
masing-masing satuan kerja dilaksanakan, dan pembayarannya dilakukan
kepada yang berhak, atau dengan kata lain telah terjadi pengeluaran
negara. Pengeluaran negara sendiri dapat diartikan sebagai uang yang

keluar dari kas negara (Kementerian Keuangan, 2011b : 69).
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a) Faktor rendahnya penyerapan anggaran

Menurut Muhrom dan Lilik (2015) menyatakan bahwa faktor

penyebab rendahnya tingkat penyerapan anggaran tersebut antaralain:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Adanya revis dalam DIPA karena tidak sesuai dengan
kebutuhan di lapangan

Adanya keterlambatan penerimaan petunjuk teknis mengenai
kegiatan yang akan dilaksanakan

Adanya keterlambatan penetapan PPK dan pelaksana kegiatan
Adannya perubahan peraturan yang menyebabkan perbedaan
persyaratan pencairan.

Adanya pengunduran jadwal pengadaan barang dan jasa.
Adanya rekanan yang tidak mengambil uang muka atau termin
pembayaran.

Adanya jadwal pengadaan yang dilaksanakan pada akhir tahun
anggaran.

Tingkat penyerapan anggaran adalah suatu ukuran seberapa

besar anggaran yang telah direadlisasikan dibandingkan dengan pagu

anggaran yang telah ditetapkan dan biasanya dinyatakan dalam

persentase (Ratih ,2013).

Tingkat penyerapan anggaran ini dihitung dengan rumus sebagai

berikut:

realisasi anggaran
= 9972 %100%

pagu anggaran
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Penyerapan anggaran, khususnya belanja barang dan jasa,
memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi. Untuk itu setigp instans pemerintah harus
mengatur pengeluarannya agar berjalan lancar dan dapat mendukung
keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Namun
demikian penyerapan anggaran tidak diharuskan mencapai 100%, tetapi
penyerapan anggaran diharapkan mampu memenuhi setidak-tidaknya
lebih dari 90% anggaran yang telah ditetapkan. Tinggi rendahnya
penyerapan anggaran dalam suatu SKPD menjadi tolak ukur kinerja
dari SKPD tersebut (Carlin, 2014).

Kemampuan penyerapan anggaran dianggap baik dan berhasil
apabila prestas realisasi penyerapan adalah sesua dengan prestasi
aktual fisik pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan anggapan bahwa
prestasi fisik aktual pekerjaan tersebut adalah relatif sama dengan target
prestasi penyelesaian pekerjaan yang direncanakan. Secara sederhana,
dari penjelasan tersebut bisa dikatakan bahwa suatu penyerapan
anggaran dikatakan baik apabila telah dilaksanakan sesuai dengan
perencanaan (Mashudi, 2013).

Indikator tingkat penyerapan anggaran menurut Carlin (2014),
mengatakan efektivitas penyerapan anggaran lebih menekan pada
pencapaian segala sesuatu yang dilaksanakan berdaya guna yang berarti

tepat, cepat, hemat, dan selamat.
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Adapun penjelasannya sebagal berikut :

a Tepat artinya apa yang dikehendaki tercapai kena sasaran
memenuhi target, apa yang diinginkan menjadi realitas. Selain itu,
kemampuan pegawai dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan
sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sehingga tidak ditemui adanya pekerjaan yang masih terlambat
penyelesaiannya. Tepat disini lebih menekankan pada memenunhi
target dan rencana yang terwujud.

b. Cepat artinya pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sebelum waktu
yang ditetapkan. Lebih menekankan pada pekerjaan selesai sebelum
waktu yang ditetapkan dan pekerjaan selesai sesuai waktu yang
telah ditetapkan.

c. Hemat artinya tanpa terjadi pemborosan dalam bidang apapun
dalam pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan tersebut. Lebih
menekankan pada tidak terjadi pemborosan dan pengalokasian
anggaran sebanding dengan hasil (output) yang dirasakan oleh
pengguna anggaran.

d. Selamat artinya tanpa mengalami hambatan-hambatan yang dapat
menyebabkan kegagalan sebagian atau seluruh usaha pencapaian
tujuan. Selamat lebih menekankan pada tidak adanya kendala atau

hambatan yang dialami dalam pelaksanaan anggaran.
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3. Kualitas DIPA

Pengelolaan keuangan daerah harus menyigpkan daftar isian
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai
fungsi, program, kegiatan dalam mencapai sasaran dan rencana penarikan
dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. Daftar
isan pelaksanaan anggaran disingkat dengan DIPA adalah dokumen
pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran (PA) atau
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan di sahkan oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan
Umum Negara (BUN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
No 171/PMK.02/2013).

menurut (Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
164/PMK.05/2011) DIPA berisi data dan uraian seluruh kegiatan yang
akan dilakukan beserta alokasi anggarannya, dan merupakan dasar bagi
Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara. Apabila
dalam pelaksanaannya terdapat pertimbangan pertimbangan lanjutan
terhadap DIPA (misalnya perubahan program, perubahan jenis belanja,
dan lain-lain), maka DIPA tersebut bisadirevisi. Dasar hukum revisi DIPA
adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan petunjuk teknis atas
reviss DIPA adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, yang

berbeda-beda untuk tiap-tiap tahun anggaran (Mashudi,2013).
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Menurut Ratih (2013) DIPA merupakan hasil transformas dari
dokumen pelaksanaan anggaran atau RKA-KL yang dibuat oleh
Kementerian Negara/Lembaga. Oleh karena itu, kualitas DIPA berkaitan
erat dengan perencanaan anggaran. Semakin baik perencanaan anggaran
yang dibuat oleh satker kementerian negara atau lembaga maka semakin
baik pula kualitas DIPA tersebut.

DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran dan informas satuan-
satuan terukur yang berfungsi sebagal dasar pelaksanaan kegiatan dan
penggunaan anggaran. Disamping itu DIPA dapat dimanfaatkan sebagai
alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus
merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Pagu dalam DIPA merupakan
batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan
pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
peraturan pemerintah.

Penyusunan konsep DIPA sebagai daftar isian pelaksanaan
anggaran dilakukan setelah SAPSK diterbitkan oleh Kementerian
Keuangan sebagai hasil akhir penelaahan pagu definitif. Setelah konsep
DIPA tersusun, akan dilakukan penelaahan dengan Ditjen Perbendaharaan

Kementerian Keuangan c.q. Kanwil Perbendaharaan.
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Indikator kualitas daftar isian pelaksanaan anggaran diadopsi dari
penelitian Carlin (2014) yang terdri dari:
1. Ketepatan waktu dalam menerima DIPA.
Dengan langkah-langkah ketepatan waktu dalam menerima daftar
isian pelaksanaan anggaran sebagai berikut:

1) Menteri Keuangan memberitahukan kepada Menteri atau Pimpinan
Lembaga untuk menyampaikan DIPA kepada Direktur Jendera
Perbendaharaan setelah diterimanya SP RKAKL.

2) Berdasarkan pemberitahuan dari Menteri Keuangan, Direktur
Jendera  Perbendaharaan menyusun jadwa vaidasi DIPA
Kementerian Negara/ Lembaga dan disampaikan kepada Sekretaris
Jenderal/Sekretaris Utama K ementerian Negara/Lembaga.

3) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama memerintahkan para KPA
satker agar menyampaikan DIPA dan ADK kepada Direktur
Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan jadwal validasi yang telah
ditetapkan.

4) Direktur Jenderal Perbendaharaan memerintahkan Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk menyusun
jadwal validas DIPA dan disampaikan kepada KPA satker di
wilayah kerjanya.

5) Petugas Direktorat Pelaksanaan Anggaran menerima DIPA dan

ADK satker, selanjutnya melakukan validasi dengan:
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1) Mencocokkan DIPA dengan ADK satker
2) Mencocokkan ADK dengan data Keppres mengenai rincian
APBN yang terdapat dalam database RKAKL-DIPA.
2. Tidak adanya kesalahan dalam DIPA

Setelah DIPA disahkan dan diterima oleh KPA, KPA berkewajiban
melakukan penelitian kembali terhadap DIPA untuk memastikan bahwa
DIPA yang diterima telah sesuai dengan SP RKAK/L dan tidak terdapat
kesalahan-kesalahan, baik yang bersifat administratif maupun substantif.
Penelitian dimaksud meliputi antara lain kode dan nomenklatur satker,
peabat perbendaharaan, kode kantor bayar, kode kewenangan, kode
lokasi, sumber dana, jenis belanja, cara penarikan, jumlah pagu anggaran,
rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan jumlah anggaran
yang diblokir.

Apabila dari hasil penelitian dimaksud ditemukan kesalahan, maka
segera disampaikan kepada Kantor Pusat/Kanwil Ditjen Perbendaharaan
untuk dilakukan revisi/penyesuaian seperlunya sesuai kewenangan. Hal
tersebut perlu dilakukan agar dalam pelaksanaan kegiatannya, satker
tidak mengalami hambatan sehingga penyerapan anggaran dapat dimulai
secepatnya sgjak awal tahun anggaran.

3. Tidak diperlukannyarevisi DIPA

Revisi DIPA yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan dan

pergeseran rincian anggaran pada DIPA tahun berjalan. Perubahan-

perubahan tersebut dapat berupa perubahan pagu, perubahan kegiatan,
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output, sub output, komponen, sub komponen, akun dan informasi lain
dalam format DIPA. Revis anggaran dilakukan dengan memperhatikan
ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran sebagaimana diatur dalam
PMK Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun
2014.

Sesuai standar pelayanan penyelesaian revisi anggaran Non APBN-
P pada DJA, yang ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Anggaran Nomor
KEP-28/AG/2014, jangka waktu penyelesaian usulan revisi ditetapkan 5
(lima) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap (untuk usulan revisi
anggaran yang memerlukan penelaahan). Namun demikian, penyelesaian
reviss DIPA ini tidak memperhitungkan revisi yang diakibatkan adanya
kebijakan pemotongan APBN. Hal tersebut disebabkan persetujuan dari
DPR yang serta lama diterima DJA, penyusunan konsep nota dinas yang
cukup memakan waktu (mencantumkan alasan pemotongan), masih
adanya perbedaan persepsi antar kanwil DJPB dalam menyikapi revisi
DIPA yang diakibatkan pemotongan anggaran dan revisi DIPA dilakukan
karenatidak sesuai dengan kebutuhan.
4. Tidak adanya tanda bintang

Apabila DIPA perlu revisi kerena tidak sesuai dengan kebutuhan
maka anggaran kegiatan diblokir atau tanda bintang karena belum ada
data pendukung atau harus ada persetujuan terlebih dahulu dari DPRD

hal akan membuat dana anggaran tidak dapat di cairkan maka lebih baik
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tidak ada tanda bintang dalam DIPA maka sangat perlu untuk tidak ada
tanda bintang DIPA pada satker.
4. Sumber Daya Manusia
Menurut Nawawi (2001) dalam Carlin (2014) ada tiga pengertian
Sumber DayaManusia (SDM) yaitu:

1) Sumber daya manusia adadah manusia yang bekerja
dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga
kerja, pekerja atau karyawan).

2) Sumber daya manusia adalah potenss manusiawi sebagai
penggerak organisas dalam mewujudkan eksistensinya.

3) Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan
berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam
organisasi bisnis, yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata
(real) secarafisik dan non-fisik

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi

yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan
sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan
kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus

memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan
latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan
pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga

untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia yang
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berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.
Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan
menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan
keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang
ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).
Indikator yang digunakan dalam variabel Sumber Daya Manusia
(SDM) diadopsi dari indikator Herriyanto (2012) terdiri dari:
1. Sumber daya manusia penyusunan anggaran kurang kompeten.
Dalam penyusunan anggaran dibutuhkan sumber daya
manusia yang memiliki integritas, tanggung jawab dan kulifikasi
teknis. Sehingga anggaran yang disusun dapat sesuai dengan
tujuan yang diharapkan.
2. Adanyarangkap tugas dalam jabatan untuk penyusunan anggaran.
Rangkap tugas dalam jabatan merupakan seseorang yang
memegang dan bertanggungjawab atas dua atau lebih tugas yang
berbeda. Rangkap tugas tidak diperboloehkan pada SKPD karena
rangkap tugas akan mengindikasi datangnya kecurangan pada
satuan kerja.
3. Ketakutan pejabat untuk melaksanakan penyusunan anggaran
akibat pemberitaan penangkapan atas tuduhan korupsi.
Dalam melaksanakan tugas sebagai penyusun anggaran

harus mampu bertanggungjawab dengan apa yang telah disusun.
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Karena itu akan timbul ketakutan atas tugas saat penyusunan
anggaran karena adanya isu penangkapan atas tuduhan korupsi.

4. Keengganan untuk menjadi penyusun anggaran karena tidak
seimbangnya resiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima.

Dalam penyusunan anggaran diperlukan pertimbangan dan

perhitungan yang sulit untuk menetapkan sebuah anggaran. Inilah
yang nantinya akan menimbulkan keengganan untuk penyusun
anggaran karena akan ada resiko tidak tercapainya sasaran
anggaran yang telah disusun.

5. Surat keputusan penunjukkan panitia pelaksana kegiatan
penganggaran belum ditetapkan.

Untuk melaksanakan kegiatan yang telah dianggarakan
diperlukan surat keputusan penunjukkan sigpa yang akan
bertanggungjawab pada saat kegiatan itu dimulai sampai dengan
selesai. Belum ditetapkannya surat keputusan penunjukkan siapa
yang akan bertanggungjawab pada kegiatan yang akan dilakukan
mengindikasi tidak tercapainya sasaran kegiatan tersebuit.

5. Partisipative Budgeting
Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama
oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki
dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Partisipasi
anggaran merupakan suatu proses yang melibatkan individuindividu secara

langsung di dalamnya dan mempunyai pengaruh terhadap penyusunan
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tujuan anggaran yang prestasinya akan dinilai dan kemungkinan akan
dihargai atas dasar pencapaian tujuan anggaran mereka (Brownell, 1982
dalam Nurhayati, 2013).

Menurut Chong dan Chong (2002) dalam Nurhayati (2013)
partisipasi anggaran (partisipative budgeting) adalah tingkat keterlibatan
dan pengaruh individu dalam penyusunan anggaran. Partisipasi anggaran
adalah proses di mana bawahan atau pelaksana anggaran diberikan
kesempatan untuk terlibat dan mempunya pengaruh dalam proses
penyusunan anggaran. Partisipasi anggaran menunjukkan luasnya
partisipasi bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang
diusulkan oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan  pusat
pertanggungjawaban anggaran. Partisipass memungkinkan terjadinya
komunikasi yang semakin baik, interaksi satu sama lain serta bekerjasama
dalam tim untuk mencapa tujuan. Dengan menyusun anggaran secara
partisipatif diharapkan kinerja aparat pemerintah akan meningkat. Hal ini
didasarkan pada pemikiran bahwa ketika suatu tujuan atau standar yang
dirancang secara partisipatif  disetujui, maka pegawa akan
menginternalisasikan tujuan atau standar yang ditetapkan, dan pegawai
juga memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya karena
mereka ikut serta terlibat dalam penyusunannya (Milani, 1975 dalam
Nurhayati, 2013)

Partisipasi aparat pemerintah daerah dalam proses penyusunan

anggaran pemerintah daerah adalah menunjukkan pada seberapa besar
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keterlibatan aparat pemerintah daerah yang terlibat dalam proses
penganggaran daerah dan diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam
pengambilan keputusan melalui negosiasi terhadap anggaran. Hal ini
sangat penting, karena aparat pemerintah daerah akan merasa produktif
dan puas terhadap pekerjaannya sehingga memungkinkan munculnya
perasaan berprestas yang akan meningkatkan kinerjanya. Kunci dari
kinerja yang efektif adalah apabila tujuan dari anggaran tercapai dan
partisipasi dari bawahan atau para staf memegang peranan penting dalam
pencapaian tujuan (Kenis, 1979 dalam Nola, 2012).

Semakin besar keterlibatan para mangerial SKPD dalam
merumuskan sesuatu hal yang dapat menghasilkan keputusan dalam
SKPD, maka sangat tinggi rasa tanggung jawab mereka untuk
menyukseskan kesepakatan atau keputusan tersebut dapat terlaksana
dengan baik. Partisipasi ini juga sangat mudah diterima oleh semua pihak
karena mengandung asas musyawarah dan mufakat, sehingga terdapat
kegairahan untuk terus bekerja dalam melaksanakan hal-ha yang telah
disepakati bersama dengan baik, tanpa ada pimpinan atau tidak disamping
mereka.

Melibatkan para mangerial SKPD dalam sistem perencanaan
berarti menghargai kebutuhan untuk sebuah lingkungan kerja yang
nyaman dan ramah, yang mendukung terlaksananya komunikasi yang baik,
karena gagasan mereka akan dihargai dan diterapkan merupakan kepuasan

tersendiri. Begitu pula dalam proses penyusunan anggaran, apabila para
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mangjerial SKPD ikut berpartisipasi untuk merumuskannya, maka besar
kemungkinan hasil yang akan diperoleh dari realisasi anggaran jauh lebih
baik karena adanya tanggung jawab moril.

Bagaimanapun anggaran hanya efektif jika mendapat dukungan
dari semua pihak. Dan untuk mengusahakan supaya anggaran ini mendapat
dukungan dari bawahan maka dapat ditempuh melalui cara penyusunan
secara demokratis atau bottom up. Jika ditinjau dari sigpa yang membuat
anggaran tersebut, maka penyusunan anggaran dimaksud dapat dilakukan
dengan cara campuran. Penggunaan cara demokrasi inilah yang dimaksud
dengan penyusunan anggaran partisipatif, karena disusun berdasarkan hasil
keputusan bawahan.

Milani, 1975 dalam Nurhayati (2013) indikator partisipasi dalam
penyusunan anggaran (Partisipative budgeting) terdiri dari :

1) Keterlibatan bawahan dalam penyusunan anggaran.

Penyusunan anggaran yang dilakukan secara bersama-sama
mulal dari atasan sampai bawahan lah yang disebut dengan
anggaran partisipatif. Anggaran yang sudah disusun nantinya akan
disepakati secara bersama-sama. Dengan keterlibatan semua pihak
anggaran yang telah disusun diharapkan akan dapat terealisasi
dengan lancar.

2) Alasan yang logis oleh atasan dalam melakukan revisi anggaran.

Anggaran yang sudah disusun secara bersama dengan

semua pihak bukan berarti tidak memungkinkan adanya revisi
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penyusunan anggaran. Rencana anggaran bisa sgja direvisi dan
disusun kembali dengan adanya alasan yang jelas dan logis yang
dapat diterima sehingga anggaran harus direvisi.

3) Mengajak atasan untuk mendiskusikan anggaran yang diusulkan.

Daam penyusunan anggaran tidak hanya atasan yang
mempunyai ide dan usulan. Bawahan juga perlu mengeluarkan
usulannya dan bisa mendiskusikan idenya dengan atasannya.
karena ide dan usulan dari semua pihak diperlukan supaya
tercapainya tujuan anggaran.

4) Pengaruh usulan bawahan yang tercermin dalam usulan final.

Usulan bawahan bisa diterima atau tidaknya setelah adanya
diskusi dengan atasan akan terlihat pada putusan akhir yang akan
diputuskan atasan.

5) Menilai kontribusi bawahan terhadap anggaran.

Keikutsertaan bawahan dalam anggaran akan berpengaruh
pada hasil penyusunan anggaran nantinya. Bawahan yang banyak
berkontribusi dalam penyusunan anggaran akan sangat baik karena
semakin banyak yang berkontribusi dalam penyusunan anggaran,
nantinya akan menghasilkan anggaran yang dapat diterima semua

pihak dan bisa berjalan dengan semestinya.
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6) Frekuenss bawahan diminta usulan ketika anggaran sedang
disusun.

Dengan memintai usulan dari bawahan akan membuat
anggaran yang disusun lebih transparan dan tidak hanya disetujui
oleh satu pihak atau atasan sgja.

Dari definis di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran
sebagal suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para mangjer
dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya atau
penyusunan anggaran yang memungkinkan bawahan untuk ikut bekerja
sama menentukan rencana.

Sejumlah keunggulan yang biasanya diungkapkan atas partisipative
budgeting adalah (Garrison, 2000):

a. Setigp orang pada semua tingkatan organisasi diakui sebagai anggota
tim yang pandangan dan penilaiannya dihargai oleh mangemen
puncak.

b. Orang yang berkaitan langsung dengan suatu aktivitas mempunyai
kedudukan terpenting dalam pembuatan estimasi anggaran. Dengan
demikian, estimasi anggaran yang dibuat oleh orang semacam itu
cenderung lebih akurat dan andal.

c. Orang lebih cenderung mencapai anggaran yang penyusunannya
melibatkan orang tersebut. Sebaliknya, orang kurang terdorong untuk

mencapal anggaran yang di drop dari atas.
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d. Suatu anggaran partisipatif mempunyai sistem kendalinya sendiri yang
unik sehingga jika mereka tidak dapat mencapai anggaran, maka yang
harus mereka salahkan adalah diri mereka sendiri. Di sisi lain, jika
anggaran didrop dari atas, mereka akan seladu berdalih bahwa
anggarannyatidak masuk akal atau tidak realistis untuk diterapkan dan
dicapai.

Partisipasi seluruh tingkat mangjer mulai dari proses penyusunan
anggaran akan membawa pengaruh positif dalam pencapaian tujuan
perusahaan. Menurut Mulyadi (2001) tingkat partisipasi operating
managers dalam penyusunan anggaran akan mendorong moral kerja yang
tinggi dan inisiatif para manger. Mora kerja yang tinggi merupakan
kepuasan seseorang terhadap pekerjaan, atasan, dan rekan sekerjanya.
Moral kerja ditentukan oleh seberapa besar seseorang mengidentifikasikan
dirinya sebagai bagian dari organisasi.

Mengingat anggaran disusun bersama oleh semua pihak yang akan
terlibat dalam pelaksanaan, maka sangat mungkin bahwa tujuan anggaran
akan menjadi tujuan setiap manger sehingga menghasilkan goal
congruence yang lebih besar. Adanya partisipas mendorong setiap
mangjer untuk meningkatkan prestasinya (kinerja) dan bekerjalebih keras
karena mereka menganggap bahwa target organisasi adalah merupakan
target pribadinya juga (Bambang, 2002). Di samping itu dengan adanya
partisipasi, penyusunan anggaran akan lebih sempurna karena sering kali

bawahan lebih mengerti kondis yang ada di lapangan sehingga partisipasi
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akan dapat memperbaiki proses pengendalian menyeluruh (Bambang,
2002). Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang manajer terbukti
bersikap positif jika prestasinya (kinerja) dinila atas dasar budget yang ia
ikut berpartisipasi di dalam penyusunannya, dilain pihak menunjukkan
bahwa seorang mangjer bereaksi negatif atas penyimpangan budget yang
di luar kendalinya atau tidak ikut berpartisiasi dalam penyusunan budget.

Partisipasi anggaran sektor publik menunjukkan pada luasnya
partisipasi bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang
diusulkan oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat
pertanggungjawaban anggaran mereka. Partisipasi anggaran pada sektor
publik terjadi ketika antara pihak eksekutif, legidatif dan masyarakat
bekerja sama dalam pembuatan anggaran. Anggaran dibuat oleh kepala
daerah melalui usulan dari unit-unit kerja yang disampaikan kepada kepala
bagian dan diusulkan kepada kepala daerah, dan setelah itu bersama-sama
DPRD menetapkan anggaran yang dibuat sesuai dengan Peraturan Daerah
yang berlaku.

Jadi partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat diartikan
sebagal kelkutsertaan seseorang dalam menyusun dan memutuskan
anggaran secara bersama. Sukses atau tidaknya para staf dalam suatu
SKPD dalam melaksanakan anggaran merupakan suatu refleksi langsung
tentang keberhasilan ataupun kegagalan mangerid SKPD dalam

mel aksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Disamping itu
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tingkat partisipasi para staf dalam penyusunan anggaran akan mendorong
moral kerjayang tinggi dan inisiatif mangjerial SKPD.
6. Pengawasan I nternal
A. Defenisi Pengawasan Internal

Sebagai upaya untuk meningkatkan pengendalian keuangan
daerah, diperlukan pengawasan yang optimal dalam pelaksanaannya.
Pengawasan diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan dan
penyelewengan, pemberian kewenangan dan keleluasaan di daerah harus
diikuti pengawasan yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan harus
dilakukan sebagai kekuatan penyeimbang (balance of power) dan
didukung partisipas semua pihak baik secara langsung maupun tidak
langsung.

Menurut Basri (2003) dalam Hendra (2013) pengawasan adalah
suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan
pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana,
perintah atau tujuan kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Pengawasan menurut Bohari (1995) dalam Hendra (2013)
pengawasan yaitu suatu upaya agar apa yang telah direncanakan
sebelumnya diwujutkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk
mengetahui  kelemahan-kelemahan dan  kesulitan-kesulitan  dalam
pelaksanaan tadi, sehingga berbadasarkan pengamatan-pengamatan
tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya, demi

tercapainya wujut semula.



Menurut Baswir (1999) dalam Hendra (2013) pengawasan interna
adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal
dari linkungan internal organisasi pemerintah. Pengawasan internal inipun
dibagi menjadi pengawasan internal dalam arti sempit dan pengawasan
internal dalam arti luas.

Pengawasan internal dalam arti sempit adalah pengawasan interna
yang dilakukan oleh aparat pengawas yang berasal dari lingkungan
Internal Departemen atau Lembaga Negara yang diawas. Pengawasan
internal dalam arti sempit ini, baik aparat pengawas maupun pihak yang
diawasi, sama-sama bernaung dibawah naungan Menteri atau Ketua
Lembaga Negara yang sama. Dalam tatanan organisasi pemerintahan
Indonesia, pelaksanaan fungs ini adalah: Inspektorat Jendral (Irjen),
Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah Daerah
Kabupaten (Itwildakab) dan Inspektorat Wilayah Daerah dan Kota Madya
(Itwildako).

Pengawas interna yang melakukan pengawasan keuangan
dilingkungan pemerintah daerah adalah BPKP dan Aparat Inspektorat.
Berdasarkan PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Inspektorat Kabupaten/ Kota
melakukan pengawasan terhadap; 1). Pelaksanaan urusan pemerintahan di
daerah; 2). Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan

desa; 3). Pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
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Sedangkan pengawasan internal dalam arti luas adalah pengawasan
internal yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lembaga
khusus pengawasan, yang dibentuk secara internal oleh pemerintah atau
lembaga eksekutif.

Tujuan utama dari pengawasan internal dalam arti luas ini tidak
hanya untuk melakukan tindakan verifikasi, melainkan juga dimaksudkan
untuk membantu pihak yang diawasi dalam menunaikan tugasnya secara
lebih baik. Dalam struktur organisas pemerintah Indonesia, fungsi
pengawasan interna dalam arti luas diselenggarakan oleh Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jendral
Pembangunan (Irjenbang).

Menurut Halim (2004) pengawasan internal melalui sistem
pengawasan adalah unsur pengawasan internal yang diselenggarakan oleh
birokrasi pemerintah dengan mengembangkan sistem pengawasan sebagai
bagian intergral dari tata kerja kelembagaannya.

Pengawasan internal merupakan sebuah proses, yang diwujudkan
oleh pimpinan organisasi maupun anggotanya, yang dirancang untuk
menjamin tercapai nya tujuan organisasi.

B. Manfaat Pengawasan Internal

Pengawasan Internal dapat membantu suatu organisasi dalam
mencapal prestasi dan target yang menguntungkan, dan mencegah
kehilangan sumber daya. Dapat membantu menghasilkan laporan

keuangan yang dapat dipercaya. Dan juga dapat memastikan suatu
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organisasi mematuhi undang-undang dan peraturan, terhindar dari reputasi
yang buruk dan segala konsekuensinya. Selanjutnya dapat pula membantu
mengarahkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, dan terhindar
dari hal yang merugikan.
C. Indikator Pengawasan I nternal
Indikator penilaian untuk pengawasan interna  menurut
Yusmalizar (2014) :
1. Lingkungan Pengendalian
2. Penaksiran resiko
3. Aktivitas pengawasan
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan
Penjelasan indikator diatas adalah sebagai berikut:
1) Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

Pengawasan intern terdiri dari lima komponen saling
berhubungan. Komponen ini bersumber dari cara pimpinan suatu
organisas menyelenggarakan tugasnya dan oleh karena itu
komponen ini menyatu dan terjalin dalam proses manajemen.
Komponen merupakan perwujudan suatu iklim mangemen di mana
sgumlah orang melaksanakan kegiatan dan tanggungjawab

pengendalian.
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Faktor lingkungan pengendalian ini termasuk integritas,
etika, kompetensi, pandangan dan philosopi mangemen dan cara
manajemen membagi tugas dan wewenang atau tanggungjawab serta
arahan dan perhatian yang diberikan pimpinan puncak.

2) Penaksiran Resiko (Risk Assessment)

Setiap Entitas, dalam melaksanakan aktivitas menghadapi
berbagai resiko, baik internal maupun eksternal yang harus
diperhitungkan terkait dalam mencapai tujuan sehingga membentuk
suatu basis penetapan bagaimana resiko tersebut seharusnya
dikelola. Penaksiran risiko mensyaratkan adanya tujuan organisasi
yang telah ditetapkan.

3) Aktivitas Pengawasan (Control Activities)

Meliputi kebijakan dan prosedur yang menunjang arahan dari
mangjemen untuk diikuti. Kebijakan dan prosedur tersebut
memungkinkan diambilnya tindakan dengan mempertimbangkan
risko yang terdapat pada seluruh jenjang dan fungsi dalam
organisasi. Didalamnya termasuk berbagai jenis otorisasi dan
verifikasi, rekonsiliasi, evaluasi kinerja dan pengamanan harta serta
pemisahan tugas.

4) Informasi Dan Komonikasi (Information And Communication)

Informasi yang relevan perlu diidentifikasikan, dicatat dan
dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang tepat, sehingga

memungkinkan pelaksanaan tanggungjawab yang baik oleh anggota
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organisasi. Sistem informasi menghasilkan laporan tentang kegiatan
operasional dan keuangan, serta ketaatan terhadap peraturan yang
berlaku dalam rangka melaksanakan dan mengendalikan
pel aksanaan tugas.

5) Pemantauan (Monitoring)

Pemantauan adalah suatu proses yang mengevauas kualitas
kinerja Sistem Pengendalian Mangemen pada saat kegiatan
berlangsung. Proses ini disedenggarakan melalui  aktivitas
pemantauan yang berkesinambungan dan melalui pengawasan
(audit) internal atau melalui kedua-duanya.

Dalam lingkungan pengendalian, mangemen melakukan
penaksiran resiko dalam rangka pencapaian tujuan. Aktivitas
pengendalian diimplementasikan untuk memastikan bahwa arahan
mangjemen telah diikuti. Sementara informas yang relevan dicatat
dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi. Selanjutnya
keseluruhan proses tersebut dipantau secara terus menerus dan
diperbaiki bilamana perlu.

Sistem pengawasan interna terjalin  dengan aktivitas
organisasi. Pengawasan internal merupakan aat yang paling efektif
yang dibangun ke dalam infrastruktur organisasi dan menjadi bagian
dari inti organisasi. Pengawasan internal yang terpadu akan

meningkatkan mutu dan inisiatif organisasi, menghindari biaya-biaya
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tak perlu dan memungkinkan tanggapan yang cepat terhadap kondisi
yang berubah-ubah.

Dengan terbitnya PP No. 60 tahun 2008, pengawas internal
memiliki peran baru yaitu: Pengawasan internal terhadap
akuntabilitas keuangan Negara, pembinaan penyelenggaraan SPIP,
dan review laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dengan
paradigma baru ini, tugas pengawas tidak sekedar mengawasi
pengelolaan keuangan tetapi bersinergi dengan mitra kerja dalam
rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan dan akan berimabas
kepadatingkat serapan anggaran.

7. Pendlitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian mengena penyerapan anggaran di SKPD saat ini terus
berkembang. Terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan indikator dan
hasil beragam yang menjelaskan mengenai penyerapan anggaran satuan
kerja.

Penelitian mengenai penyerapan anggaran sudah banyak dilakukan
di indonesia. Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh
Ratih (2013) menedliti tentang pengaruh kualitas DIPA dan akurasi
perencanaan kas terhadap kualitas penyerapan anggaran pada satker
wilayah KPPN Malang. Hasil penelitian membuktikan bahwa kualitas
DIPA dan akurasi perencanaan kas memiliki pengaruh signifikan terhadap
penyerapan anggaran. Penelitian ini  memiliki kesamaan dalam

penggunaan variabel independen yaitu kualitas DIPA.
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Penelitian Emkhad (2012) meneliti tentang identifikasi faktor-
faktor penyebab minimnya penyerapan anggaran pendapatan dan belanja
daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provins Riau tahun 2011. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa faktor kapasitas sumber daya manusia,
faktor regulasi, faktor tender atau lelang, dan faktor lambatnya pengesahan
APBD tahun 2011 merupakan faktor yang menebabkan minimnya
penyerapan APBD pada tahun 2011.

Penelitian Muhrom dan Lilik (2015) yang mendliti tentang
optimalisas penyerapan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja
organisasi pada inspektorat Kabupaten Boyolali. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan strategi yang
digunakan adalah cases. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data
sekunder.

Penelitian Santi (2014) meneliti tentang pengaruh karakteristik
tujuan anggaran terhadap tingkat penyerapan anggaran dengan
pengawasan internal sebagal variabel moderating. Hasil penelitian
menunjukkan Partisipasi penyusunan anggaran, evaluasi anggaran, umpan
balik anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan kesulitan sasaran anggaran
berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap tingkat penyerapan
anggaran.

Penelitian Herriyanto (2012) yang meneliti tentang faktor-faktor
yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada

satuan kerja kementrian di Wilayah Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan
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bahwa 5 faktor yang memilki pengaruh terhadap penyerapan anggaran
yang diantaranya adalah faktor perencanaan, administrasi, Sumber Daya
Manusia (SDM), dokumen pengadaan, dan Ganti Uang Persediaan (GUP)

B. Pengembangan Hipotesisdan Hipotesis

1. Kualitas Dipa

DIPA merupakan dokumen berisi informasi tentang perencanaan
anggaran SKPD untuk satu periode. DIPA yang disusun untuk tiap-tiap
satuan kerja memuat informasi meliputi Fungsi, Subfungsi, Program,
Hasil (Outcome), Indikator Kinerja Utama Program (IKU Program),
Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Keluaran (Output), Jenis
Belanja, Alokas Anggaran, Rencana Penarikan Dana, dan Perkiraan
Penerimaan per bulan. Kualitas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) suatu SKPD sangat berpengaruh terhadap tingkat penyerapan
anggaran karena jika indikator atau persyaratan dalam DIPA di penunhi
maka dalam percairan dana untuk anggaran bisa dengan cepat dan
realisas anggaran bisa cepat dilaksanakan serta bisa meningkatkan
penyerapan anggaran pada triwulan berikutnya (Herriyanto,2012).

DIPA merupakan hal yang sangat penting diperhatikan dalam
menciptakan tingkat penyerapan anggaran yang baik untuk suatu SKPD.
Logikanya, jika disetigp SKPD mampu menciptakan perencanaan yang
baik, maka tentu sgja penyerapan anggaran akan sesuai dengan rencana
yang diinginkan. Jadi, semakin baik kualitas DIPA suatu SKPD, maka

akan semakin baik pula penyerapan anggaran di SKPD tersebut.
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Haryanto dan Wihascaryo (2011) dalam penelitiannya
mengungkapkan bahwa tingkat akurasi penarikan dana yang rendah akan
menyebabkan penumpukan pada anggaran yang tidak dicairkan tepat
pada waktunya. Hal ini terjadi karena satker tidak mempunyai pedoman
yang tepat mengenai kapan anggaran belanja seharusnya direalisasikan
/dicairkan. Apabila tingkat akurasi penarikan dana yang rendah ini
dibiarkan terjadi berlarut-larut maka akan mendorong terjadinya masalah
penyerapan anggaran yang terkonsentrasi pada akhir tahun dimana satker
berupaya mencairkan seluruh pagu dana yang tercantum dalam DIPA.
Penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratih
(2013), Masmudi (2013), Carlin (2014), Palata (2011) bahwa tingkat
penyerapan anggaran dipengaruhi oleh kualitas DIPA karena
perencanaan dalam penarikan dan pencairan dana anggaran harus
dipenuhi dokumen persyaratannya berbentuk daftar isian pelaksanaan
anggaran (DIPA).

H1 : kuadlitas DIPA berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat
penyerapan anggaran.
2. Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor utama yang menentukan baik atau tidak jalannya
roda pemerintahan ini adalah sumber daya manusia. Hal ini terlihat dari
bagaimana manusia sebagai tenaga kerja menggunakan potensi fisik dan
psikis yang ia miliki secara maksimal dalam mencapai tujuan organisasi

(lembaga).
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SDM sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan penganggaran
terlihat pada fungs manusia sebagai satuan kerja yang memilki tugas
sdlah satunya sebagai penyusunan anggaran yang harus memahami
dengan bak tata cara dan prosedur teknis penyusunan anggaran.
Sehingga faktor sumber daya manusia sangat berperan penting terhadap
tercapainya penyerapan anggaran yang baik. Faktor SDM harusnya dapat
mempengaruhi penyerapan anggaran karena sumber daya manusia itu
sendiri yang akan berusaha melakukan pencapaian target penyerapan
anggaran. Kurangnya pemahaman terhadap pel aksaanaan anggaran dapat
mengakibatkan belum optimalnya penyerapan anggaran tersebut.
Kesimpulannya, semakin baik kualitas SDM disuatu SKPD, maka akan
semakin baik pula tingkat capaian penyerapan anggaran di SKPD
tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Herriyanto (2012) tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja
pada satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Jakarta memberikan
hasil bahwa sumber daya manusia memilki pengaruh yang signifikan
terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Sejalan dengan penelitian
Gita (2015), carlin (2014) dan emkhad (2012) bahwa sumber daya
manusia berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran.

H2 : sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap

tingkatpenyerapan anggaran.



3. Partisipative Budgeting

Partisipasi anggaran menunjukkan luasnya partisipasi bagi aparat
pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang diusulkan oleh unit
kerjanya dan pengaruh tujuan pusat pertanggungjawaban anggaran.
Partisipas memungkinkan terjadinya komunikasi yang semakin baik,
interaksi satu sama lain serta bekerja sama dalam tim untuk mencapai
tujuan (Milani, 1975 dalam Nurhayati, 2013). Dengan menyusun
anggaran secara partisipatif diharapkan akan meningkatnya penyerapan
anggaran . Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ketika suatu tujuan
atau standar yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka pegawai
akan menginternalisasikan tujuan atau standar yang ditetapkan, dan
pegawai juga memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya
karena merekaikut sertaterlibat dalam penyusunannya.

Sehingga Faktor patisipative budgeting akan berperan penting
untuk tercapainya target penyerapan anggaran. Semakin partisipatif
anggaran disusun maka akan semakin baik pula tercapainya penyerapan
anggaran. Dan jika anggaran disusun tanpa partisipatif maka akan
berimbas pada rendahnya capaian penerapan anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Santi (2013) tentang pengaruh
karakteristik tujuan anggaran terhadap tingkat penyerapan anggaran
dengan pengawasan internal sebagai variabel moderating. Dan penelitian
ini memberikan hasil bahwa partisipasi penyusunan anggaran, evaluasi

anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan kesulitan sasaran anggaran
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secara bersama-sama berpengaruh  signifikan terhadap tingkat
penyerapan anggaran. Segjalan dengan penelitian Enni (2014) yang
menghasilkan partisipative budgeting berpengaruh terhadap anggaran.
Penelitian Gita (2015) menghasilkan dengan partisipative budgeting akan
memperbaiki tingkat penyerapan anggaran.

H3 : partisipative budgeting berpengaruh positif terhadap tingkat
penyerapan anggaran.

4. Pengawasan I nternal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh
aparat pengawasan yang berasal dari linkungan internal organisasi
pemerintah. Pengawasan internal inipun dibagi menjadi pengawasan
internal dalam arti sempit dan pengawasan internal dalam arti luas
Baswir (1999) dalam Hendra (2013).

Pengawasan internal yang terpadu akan meningkatkan mutu dan
inisitif organisasi, menghindari biaya-biaya tak perlu dan memungkinkan
tanggapan yang cepat terhadap kondis yang berubah-ubah. Sehingga
semakin balk pengawasan internal yang dilakukan maka penyerapan
anggaran yang tercapai juga akan baik. Tetapi jika pengawasan internal
buruk maka capaian target penyerapan anggaran juga akan memburuk.

Penelitian yang dilakukan oleh Santi (2013) tentang pengaruh
karakteristik tujuan anggaran terhadap tingkat penyerapan anggaran
dengan pengawasan internal sebagai variabel moderating. Dan penelitian

ini memberikan hasil bahwa pengawasan internal bisa menjadi variabel
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moderating antara umpan balik anggaran dan tingkat penyerapan

anggaran. Berbeda dengan penelitian Muhrom dan Lilik (2015) bahwa

pengawasan internal berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran.

H4 . Pengawasan internal berpengaruh positif terhadap tingkat

penyerapan anggaran.

C. KerangkaKonseptual
Kualitas DIPA merupakan salah satu faktor yang memperngaruhi
penyerapan anggaran pada satuan kerja. Kualitas DIPA digambarkan sebagai
dokumen yang berisi perencanaan awal suatu anggaran di SKPD. Sehingga,
jika kualitas DIPA suatu SKPD bak, maka akan semakin baik pula
penyerapan anggaran di SKPD tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika kualitas
DIPA buruk, atau tidak melengkapi standar penyusunan DIPA, maka
penyerapan anggaran pada SKPD tersebut akan buruk pula.
Faktor kedua yang mempengaruhi penyerapan anggaran adalah Sumber

Daya Manusia (SDM). SDM adalah pilar penyangga utama sekaligus
penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan
dari organisasi tersebut. Dengan kualitas adanya sumber daya manusia dalam
organisas sektor publik itu akan sangat membantu SKPD dalam penyusunan
anggaran. Sumber daya manusia yang berkualitas maka penyerapan anggaran
nantinya juga akan mencapai target. Namun jika sumber daya manusia pada
SKPD tidak berkualitas maka penyerapan anggaran nantinya juga tidak akan

baik.
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Faktor ketiga yang mempengaruhi penyerapan anggaran adalah
partisipative budgeting. Partisipasi anggaran adalah proses di mana bawahan
atau pelaksana anggaran diberikan kesempatan untuk terlibat dan mempunyai
pengaruh dalam proses penyusunan anggaran. Partisipasi anggaran
menunjukkan luasnya partisipasi bagi aparat pemerintah daerah dalam
memahami anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan
pusat pertanggungjawaban anggaran. Partisipass memungkinkan terjadinya
komunikasi yang semakin baik, interaksi satu sama lain serta bekerjasama
dalam tim untuk mencapai tujuan. Patisipative budgeting akan berperan
penting untuk tercapainya target penyerapan anggaran. Semakin partisipatif
anggaran disusun maka akan semakin baik pula tercapainya penyerapan
anggaran. Dan jika anggaran disusun tanpa partisipatif maka akan berimbas
pada rendahnya capaian penerapan anggaran.

Faktor keempat yang mempengaruhi penyerapan anggaran adalah
pengawasan internal. Pengawasan internal adalah pengawasan internal yang
dilakukan oleh aparat pengawas yang berasal dari lingkungan internal
Departemen atau Lembaga Negara yang diawasi. Semakin baik pengawasan
internal yang dilakukan maka penyerapan anggaran yang tercapai juga akan
baik. Tetapi jika pengawasan internal buruk maka capaian target penyerapan

anggaran juga akan memburuk.
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Berdasarkan kajian empiris dan teoritis yang telah diuraikan, maka

model penelitian dalam penelitian ini disgjikan pada gambar berikut ini:

Kudlitas DIPA

Partisipative

Budgeting
Tingkat Penyerapan
A

Sumber Daya nggeran

Manusia

Pengawasan Interna

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah

dilaksanakan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kuditas DIPA berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat
penyerapan anggaran.

2. Sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan positif terhadap
tingkat penyerapan anggaran.

3. Partisipative budgeting tidak berpengaruh signifikan positif terhadap
tingkat penyerapa anggaran..

4. Pengawasan interna tidak berpengaruh signifikan positif terhadap
tingkat penyerapa anggaran..

B. Keterbatasan penelitian
Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan
penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam
penelitian ini, diantaranya :

1. Hanya ada empat variable independen yang digunakan dalam
penelitian ini, sehingga belum meneliti semua varibel yang dapat
mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran.

2. Pendliti hanya melakukan penelitian pada kota Payakumbuh, sehingga
untuk Pemerintah Kota lain yang berbeda dapat dimungkinkan

terjadinya perbedaan kesimpulan.

101
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C. Saran

Adapun saran yang mungkin berguna untuk penelitian selanjutnya adalah

sebagal berikut.

1. Sebaiknya digunakan variabel lain yang mungkin berpengaruh
terhadap tingkat penyerapan anggaran seperti sistem pengendalian
internal pemerintah (SPIP), faktor perencanaan, faktor administrasi,
faktor pengadaan barang dan jasa dan faktor lainnya dalam melakukan
penelitian mengenai tingkat penyerapan anggaran.

2. Sebaiknya satuan kerja membuat ketetapan jadwal pelaksanaan
kegiatan yang jelas dalam merencanakan kegiatan dalam RKAKL-

DIPA tahun sebelumnya.
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